
A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) meuyatakan "Segal& warga negara bersamaan 

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 27 A~'at (J) Undang

Undang Dasar Tahun 1945 tersebut secara tcgas memberikan jaminan 

persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, 

persamaan kedudukan di depan hukum setiap warga negara selain terdapat 

dalam Pasa1 27 Ayat (1) l' u :':-) 1945 juga tercanttm1 dalii.m Pasal 28 D Ayat (1) 

UUD 1945 yang berbunyi "S~tiap orang berhak atas pengakuan, jarninan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil ser.ta perlakuan yang sarna di 

hadapan hukum" Dengan demikian, asas persama~ di depan hukl.illl te1ah 

menjadi asas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

merupakan hukum tertinggi. 

Asas persamaan di depan hukum mengandnng arti bahwa setiap warga 

negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki berbagai 

pekeijaan maupun jabatan dalam pemerintahaa dan non pemerintahan. 

Menurut penulis, asas persamaan di depan hukum mcrupakan asas yang sangat 

prinsip dalam Negara hukum. Jadi, tidak boleh ada pemb'ltasan terhadap 

warga negara di depan hukum terutama dalam bidang pemerintii.han Sesuai 
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dengan asas persamaan di depan hukum ter3ebut. Hal tersebnt ditegaskan 

dalam Pasal 28 D Ayat (3) UUD 1945 yaitu "Setiap warga negara negara 

berhak memperoleh kesempatan yang sam::t dalam pemerintahan." Pasal 28 D 

Ayat (3) UUD 1945 terseb•!t rnenyatakan dengan tegas tidak ada perbedaan 

warga negara untuk mendudnki jabatan dalam pemerintahan. Hak untuk 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berlaku dalam segala 

hal termasuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Setiap warga 

negara berhak mencalonkan dit i menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

Dalam hubungan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan "Gubemur, Bupati dan 

walikota masing-masing sebagai kepala pemedntah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Pembentuk undan.g-undang 

yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menafsirkan bahwa pcmilihan secara 

demokratis mengandung arti pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah itu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah tersebut diatur Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahim 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 'No.32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara dcmokratis 

berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jt~jur, dan adil." Sdanjutnya 
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untuk menjadi pasangan caJon Kepala Daeral1 dan 'Vakil Kepala Daerah, Pasal 

56 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2008 menP.ntukan s~bagai berikut 

"Pasangan cal on sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) diusulkan oleh partai 

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh 

sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaiman k';!ientuan dalam 

undang-undang ini." Berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undm1g No.12 

tahun 2008 dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk me.!ljadi Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah harus diusulkan oleh partai politik, gabungan partai 

politik atau perseorangan yang didukung sejumlah orang dan memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. 

Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentaug Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pem~rintahan Daerah telah 

menentukan syarat-syarat caJon Kepala Daerah dan Vlakil Kepala [ 1aerah. Hal 

itu diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 12 tahun 2008, yang 

menyatakan sebagai beriku~ . 

a Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita Proldamasi 
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Kepada Nt:gara Kesatuan Republik 
Indonesia serta pemerintahan. 

c. Berpendidikan sek:u.rang-kurangnya Sekolah L::1r~utan Tingkat Atas dan I 
atau sederajat. 

d. Berusia seku.rang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahtm bagi Calon Gubemur I 
Wakil Gubemur dari berusia sekurang-kurang 25 (dua puluh lim~.) tahun 
bagi caJon Bupatil Wakil Bupati dan Walikota I Wakil Walikota. 

e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemerik:saan kesehatan 
menyeluruh dari tim dokter. 

f. Tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasark<m hasil putnsan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
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g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berda$arkan putusan pengadihn yang 
telah memperoh kekuatcm hukum tetap. 

h. Mengenal daeralmya dan dikenal oleh masyaral(ut di daerahr.ya. 
1. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan 
J. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secnn1 perseorangan dan I atau 

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang memgikan 
keuangan negara. 

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

1. Dihapus 
m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bl:lgi yang belum 

mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. 
n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain 

riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri. 
o. Belum pemah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah 

selama 2 (dua) kali masajabatan dalamjabatan yang sama. 
p. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah dan 
q. Mengundurkan diri sejak pendaftara~ bagi kcpala daerah yang masih 

menduduki jabatannya. 

Fokus utama pembahasan skripsi ini adall:lb mengenai pasal 58 humf f 

Undang-Undang No. 12 T<Jhun 2008 tentang syarat Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang tidak ·pernah dijatuhi pidma p~njara berdasar~~an putusan 

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetz~p karena mcl:ikukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Menurut penulis, syarat tersebut membatasi he.k warga negara untuk 

mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daera~1 dan V/ akil Kepala Daerah. 

Jika seseorang pernah dijatuhi pidana penjare. yzmg tela.h mempunyai 

kekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun penjara aW!u lebih, orang 

tersebut tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. Ketentuan sebagaimana clikemukakan di atas pada 

dasarnya membuat seseorang terhalang untuk mencapai kesejahteraan masing-

masing individu. Padahal, tujuan akhir hukun1 ~'idana pada hakikatnya 
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mensejahterakan masyarakat dan dalam m~ngupayal~rul tujuan tersebut hukum 

pidana menggunakan berbagai sarana. Salah saru sarana y::mg terpenting 

adalah sarana penal berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan. Dengan 

demikian, penjatuhan pidana atau pemindana'lll d.'llam hukum pidana bukan 

suatu tujuan melainkan sarana/alat untuk mencapr.i tujuan yang sebenamya. 

Sementara itu, telah pula terjadi pergeseran pandangan tentang pemidanaan 

yang semula diadakan tcrbaras untuk kepenting'on masyarakat (retributive 

theory) yang sempat terluka akibat dilakukannya :;tvatu tindak pid?na1 tetapi 

kini pelaksanaan pemidanaan juga dilakukan untuk kepentingan terpidana 

(utilitarian theory). 2 Oleh karena itu, setiap kali diadakan pemidanaan 

terhadap diri seorang terpidana, pada dasamya diupayakan untuk men~riapkan 

yang bersangkutan sehingga ketika kembali kepad~. ma~yarakat telah menjadi 

warga masyarakat yang baik, ctan yang taat terh~.cl::1p hnkum. (resosialisasi 

terpidana). 3 

Menurut Chairul Huda, dalam hukum pidan4 modem s~.~lalu dibedakan 

antara "perbuatan" (tindak pidana) dan "orang" yang melakcl<:an perbuatan 

tersebut (pertanggungjawaban pidana).4 Pikiran ini bersumber dari teori 

dualistis, yang juga menjadi landasan teori~is Ra1cangan Kitab Undang-

1 Vide Putusan, Mahkamah Konstitusi Nomor 14- 17/PUU-V/2007, him, 37-38 

2 ibid 

3 ibid 

4 ibid 
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Undang Hukum Pidana sebagai suatu ius Constituendum5 dengan pandangan 

ini, "pidana yang diancam" (Strafmaat) dalam suatu ketentuan delik akan 

berbanding lurus dengan tingkat ketercelaan atas ·'perbuatan" yang dilarang 

tersebut (tindak pidananya). Sementara untuk menciapatkan gambaran tentang 

ketercelaan atas "orang" yang melakukan tindak pidanZ~. tersebut ternyata dari 

"pidana yang dijatuhkan" terhadap yang bersangkutar. .. 6 Ancan1an pidana tidak 

dapat menggambarkan tingkat ketercelaan seseorang yang mdakukan tindak 

pidana, mengingat ancaman ini berfungsi s.~bagai batas atas (maksimun1) 

penjatuhan pidana, dimana hakim dapat menjatuhkau pidana antara minimum 

umum sebagai batas bawahnya sampai dengan mak.simum khusus yang 

diancamkan pada delik yang bersangkutan. 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se • .;ara langsung 

oleh rakyat berarti kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai pemilih. Oleh 

karena itu, menurut penulis, penentuan pantas atau tidaknya scseorang 

menduduki suatu jabatan ·Ju 1lic sebaiknya sepenuhnya dikernbalikan kepada 

rakyat dan tidak perlu diadakan pembatasan terhadap seseorang yang pernah 

dijatuhi pidana. Hal ini tentu berbeda dengan pecsyaratan untuk menjadi 

seorang Pegawai Negeri Sipil ataupun anggma Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Republik Indonesia. Sebab, pe:rckru!an Pegawai Negeri Sipil 

ataupun anggota Tentara Nasional Indonesia bukan melalui per.1i lihan umum 

5 ibid 

6 Ibid 
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sehingga persyaratan tidak pemah dijatuhi p1dana penjara k<trena melakukan 

tidak pidana yang dianc;m1 lima tahtm atau lebih ma;;ih dimungJrinkan. 

Pasal 58 humf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang 

Pembahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Oaerah sudah jelas membatasi hak warga negara untuk 

mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Ke:pala Daerah. 

Permasalahan yang muncul akibat ketentuan Pasal 58 humf f Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2008 tersebut adalah terjadi diskrimina.si terhadap warga negara 

yang hendak maju dalam pilkada. Sebab, Pasal 2.7 Ayat (1) UUD 1945 

menetapkan asas persama:111 kedudukan setiap warga ncgara sarna di hadapan 

hukum dan pemerintahan. 

Berdasarkan hal-hal yang di kemukakan di atas, penulis dapat 

memmuskan beberapa pem1asalahan terkait kete.ntuan Pasal 58 humf f 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Permasalahan yang menjadi pertanyaan 

oleh penulis antaralain apakah Pasal 58 huruffUnd".ng-Undar.g No. 12 Tahun 

2008 terse but sesuai dengan asas persamaan di depan hnkum? Kemudian yang 

menjadi pertanyaan kedua adalah apa sajakah sehiUUsnya syarat-syarat untuk 

menjadi caJon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Da.~r.ah yang mencerminkan 

asas persamaan di depan hukum ? Untuk menjaw::th kedua pertanyaan itu, 

penulis berminat untuk melakukan penelitian d~ngan judul ''Persyaratan 

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Untlang 

Repuhlik Indonesia Nomor 12 Talmn 2008 .tentang .Pcruhahan Kedua alas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 trmtang Pemerintahan Daerah" 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Jatar bel:licang masalah yang sudah dikemukakan di a.tas, 

penulis membuat beberapa rumusan masalah dal.u11 penelitian ini. masalah

masaJah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah dengan adanya Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. J2 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sudah sesuai r.lengan asas persamaan di 

depan hukum ? 

2. Apasajakah syarat-syarat untuk menjadi c::1lon Kepala Daerah dan WakiJ 

KepaJa Daerah yang sesuai dengan asas persamaan di depan hukum? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masaJah yang dikemukakan diatas, dapat 

disebutkan bahwa pene1itian ini mempunyai 2 ( dua) tujuan pokok. Beberapa 

tujuan dalam penelitian ini adaJah sebagai berikut 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengewhui apakab Pasal 58 huruf f 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 32 Tahtm 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah 

sesuai dengan asas persamaan di depan hukum /equality before the law). 

2. PeneJitian ini juga bertujuan untuk mengatahu\ apa sajakah syarat-syarat 

caJon KepaJa Daerah dd..' WakiJ Kep2Ja Daera...'l yang sesuai dengan asas 

persamaan di depan hukum. 
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Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini acalah menghasilkan karya 

ilmiah yang diharapkan dapat berguna unt:Jk pengembangan Studi Hukum 

Tata Negara. 

Selain mempunyai manfaat teoritis, penelitian ini jul?a mempunyai 

manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini aria.lah sebagC~.i karya ilmiah 

yang berguna dalam memberi masukan kepada pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-PJ) agar dapat membuat 

peraturan perundang-undangan yang mengntur tei.ltang ketentuan-ketentuan 

pemilihan Kepala Daerah dan W akil Kepala Oaerab yang lebih baik lagi. 
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